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Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga daerah memiliki
kewenangannya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Salah satu tolak ukur dalam penilaian sistem
desentralisasi adalah dari segi keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menentukan bahwa bagi daerah kekuasaan pengel olaan keuangan negara diserahkan kepada kepala
daerah untuk mengel ola keuangan daerahnya sendiri. Penyerahan kekuasaan pengel olaan keuangan kepada
kepala daerah dapat dimaknai sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah karena terpisah pengelolaannya
dari keuangan pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan daerah layaknya suatu badan hukum yang
didirikan oleh negara, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban negara.
Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, daerah memiliki sumber-sumber pendanaan
yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah.
Meskipun terdapat berbagal sumber pendanaan tersebut, masih terdapat celah fiskal sehingga daerah masih
membutuhkan dana dari sumber lain seperti pinjaman yang mengakibatkan daerah memiliki kewajiban
utang. Dalam melaksanakan pemerintahan, terdapat berbagai macam risiko yang dapat menyulitkan kondisi
keuangan daerah. Kesulitan keuangan yang berlarut-larut akan mengakibatkan daerah gagal untuk
memenuhi kewajibannya atau yang disebut dengan gagal bayar. Dalam menangani gagal bayar guna
menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan daerah, diperlukan suatu mekanisme penanganan gagal
bayar. Penelitian ini fokus kepada analisis mengenai pengel olaan keuangan daerah sebagai badan hukum
publik serta mengenai penanganan gagal bayar daerah dalam pengaturan keuangan daerah di Indonesia.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang
serta disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan status badan hukum daerah dapat ditemukan
dalam pengel olaan keuangannya, terutama dalam aspek kekuasaan pengelolaan keuangan, sumber
pendapatan, serta penganggaran. Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa penanganan gagal bayar
daerah dalam pengaturan keuangan daerah di Indonesia masih memiliki kekurangan karenatidak
memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada para pihak yang terlibat.

...... Decentralization is the transfer of power from the central government to regions so regions have their
own authority to govern. The financial aspect is one of the indicators of decentralization. Law Number 17 of
2003 on State Finance stipulates that for regions, the authority to manage state finances is delegated to
regional heads to manage their own respective region’s finances. The delegation of authority to manage their
own financesis interpreted as the regional finance's independence due to its distinction from the central
government’ s financial management. This shows that a region resembles a state-established legal person,
thus separates its rights and obligations from the state’s. To conduct their obligations, regions have revenue
sources that consists of original regional revenue, transfer revenue, and other legitimate regional revenue.
Although those sources of funding exist, there are still fiscal gaps which requires regions to find funding
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from other sources, namely loans which results in debt obligation for regions. Regions face risksin
governing which could cause distress to the region’s finances. Protracted financial distress could resultsin
regions defaulting on their obligations. In dealing with default to ensure the continuity of regional
government, a mechanism to manage default is requisite. This study primarily concerns on analyzing the
financial management of regions as a public legal person and the default management for regionsin
Indonesian regional finance regulations. The methodology utilized in this study is juridical-normative with a
statutory approach along with a descriptive structure. This study finds that region’s financial management,
particularly in the areas of financial management authority, revenue resources, and budgeting, reflects their
status as a public legal person. This study also discovered that the default management in Indonesian
regional finance regulation still have shortcomings since it fails to provide adequate legal protection to the
partiesinvolved.



